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Abstrak : Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum perdata, terutama dalam 

konteks Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan 

penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum 

perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan 

pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat ganda. 

Implementasi yang tepat dari ketentuan hukum perdata dapat menjadi solusi efektif dalam menangani masalah kompleks 

ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penerapan hukum agraria di 

Indonesia. 

Kata Kunci : Sertifikat kepemilikan tanah ganda, Hukum perdata, Penyelesaian sengketa, Implementasi 

 

Abstract: Dual land ownership certificates have become a complex issue in civil law 

practice, particularly in the context of Article 19 of the Basic Agrarian Law. This research 

aims to analyze and implement the resolution of dual land ownership certificate cases 

based on the provisions of Article 19 of the Basic Agrarian Law within the realm of civil 

law. The research method used is literature study and case analysis. The results show the 

importance of a deep understanding of Article 19 of the Basic Agrarian Law in resolving 

disputes related to dual certificates. The proper implementation of civil law provisions can 

be an effective solution in handling this complex issue. This research is expected to provide 

a positive contribution to the understanding and application of agrarian law in Indonesia 

Keywords: Dual land ownership certificates, Civil law,  Resolution of disputes, 

Implementation 

 

 

 

Pendahuluan 

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi permasalahan yang sering dihadapi 

dalam praktek hukum perdata di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian 

sertifikat ganda ini dapat menimbulkan konflik hukum yang kompleks dan 

membingungkan. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 
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(UUPA) menjadi landasan hukum yang penting dalam menangani kasus sertifikat ganda. 

Namun, implementasi yang tepat dari Pasal 19 UUPA seringkali menjadi tantangan bagi 

praktisi hukum dan pemegang sertifikat tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan mengimplementasikan penyelesaian kasus sertifikat ganda hak 

milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum perdata. 

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam pembaruan hukum agraria di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah dapat 

diimplementasikan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 

dalam perspektif hukum perdata? 

2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Pasal 19 UUPA terkait 

penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah dalam praktek hukum perdata? 

3. Bagaimana kontribusi pemahaman mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dapat 

memberikan solusi efektif dalam menangani konflik hukum terkait sertifikat ganda? 

Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan 

menganalisis penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 

UUPA dalam perspektif hukum perdata. Berikut adalah langkah-langkah metode 

penelitian kualitatif yang akan digunakan: 

1) Studi Literatur: 

Melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan teori yang 

relevan mengenai sertifikat ganda, Pasal 19 UUPA, dan penyelesaian sengketa tanah 

dalam hukum perdata. 

2) Studi Kasus:  

Menganalisis kasus-kasus nyata yang melibatkan sertifikat ganda hak milik atas 

tanah dan implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaiannya. Studi kasus akan 

memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam 

penyelesaian kasus tersebut. 

3) Wawancara:  

Melakukan wawancara dengan praktisi hukum, ahli agraria, atau pihak terkait 

lainnya untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung terkait 

implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sertifikat ganda. 

4) Analisis Data:  

Menganalisis data yang terkumpul dari studi literatur, studi kasus, dan 

wawancara untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan kesimpulan terkait 

penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah. 

5) Interpretasi Hasil:  
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Menginterpretasikan hasil analisis data untuk menyusun kesimpulan yang 

dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi Pasal 19 

UUPA dalam hukum perdata terkait sertifikat ganda. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Tinjauan Umum 

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi salah satu permasalahan yang 

kompleks dan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Dalam 

praktek hukum perdata, kasus sertifikat ganda sering kali muncul akibat berbagai faktor 

seperti kesalahan administrasi, perubahan status tanah, atau tindakan tidak sah dalam 

penerbitan sertifikat. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian kasus sertifikat ganda dapat 

mengakibatkan konflik antara pemegang sertifikat dan berpotensi merugikan pihak-

pihak yang terlibat. 

Menurut (Sudiarto, 2021) Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi 

acuan utama dalam menangani kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Pasal ini 

mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan dua sertifikat yang 

saling bertentangan. Namun, implementasi Pasal 19 UUPA seringkali menimbulkan 

berbagai tantangan dalam prakteknya. Tantangan tersebut dapat berupa proses hukum 

yang kompleks, interpretasi yang beragam terhadap ketentuan hukum, serta kendala 

dalam menentukan keabsahan sertifikat yang bersangkutan. 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami dan 

menganalisis penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Studi literatur 

akan menjadi landasan utama dalam memahami teori dan konsep yang terkait dengan 

sertifikat ganda dan implementasi Pasal 19 UUPA. Analisis kasus nyata akan 

memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan yang muncul dalam 

penyelesaian sertifikat ganda di lapangan. 

Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, ahli agraria, atau pihak terkait lainnya 

akan memberikan perspektif praktis dan pengalaman langsung terkait implementasi 

Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sertifikat ganda. Data yang terkumpul dari berbagai 

sumber tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, 

tantangan, dan solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda 

hak milik atas tanah. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

dalam pembaruan hukum agraria di Indonesia dan memberikan panduan yang 

bermanfaat bagi praktisi hukum, pemegang sertifikat tanah, serta pihak terkait lainnya 

dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah.  

B. Konteks Hukum Agraria di Indonesia 

1. Hukum Agraria di Indonesia. 

Hukum agraria di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem hukum 

yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya 
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alam di Indonesia (R. Fitri, 2018). Hukum agraria mencakup berbagai aspek, termasuk 

hak atas tanah, sengketa tanah, tata ruang, dan perlindungan hak para pemegang 

tanah. 

2. Peran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

a. Regulasi Kepemilikan Tanah, 

UUPA menjadi landasan hukum utama yang mengatur kepemilikan tanah 

dan sumber daya alam di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan ketentuan-

ketentuan yang mengatur hak atas tanah, proses pendaftaran tanah, dan 

penyelesaian sengketa tanah. 

b. Perlindungan Hak Tanah. 

UUPA juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak tanah dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka. 

Regulasi ini menjaga kejelasan dan kepastian hak atas tanah. 

c. Penyelesaian Sengketa Tanah. 

UUPA memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa tanah, 

termasuk kasus-kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Pasal-pasal dalam 

UUPA mengatur prosedur penyelesaian sengketa tanah untuk menjaga keadilan 

dan kepastian hukum. 

d. Pengaturan Pemanfaatan Tanah. 

UUPA juga mengatur tata cara pemanfaatan tanah, termasuk perizinan, 

pelaksanaan hak atas tanah, dan tata ruang agar dapat memberikan manfaat yang 

optimal bagi masyarakat. 

3. Permasalahan Terkait Sertifikat Ganda dan Perlunya Penyelesaian yang Jelas. 

a. Ketidakpastian Hukum. 

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menciptakan ketidakpastian hukum 

terkait kepemilikan tanah yang dapat berdampak pada proses transaksi dan 

pemanfaatan tanah.  

Penyelesaian yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada pemegang sertifikat dan masyarakat terkait kepemilikan tanah. 

b. Potensi Konflik. 

Keberadaan sertifikat ganda meningkatkan risiko konflik antara pihak-pihak 

yang mengklaim hak atas tanah yang sama, yang dapat mengakibatkan sengketa 

hukum yang rumit.  

Perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menyelesaikan 

sengketa sertifikat ganda untuk menghindari konflik dan ketidakadilan. 

c. Kehilangan Aset. 

Pemegang sertifikat yang salah atau ganda dapat mengalami risiko 

kehilangan aset tanah, merugikan secara finansial dan emosional.  
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Diperlukan peningkatan dalam sistem registrasi tanah untuk mencegah 

terjadinya sertifikat ganda dan memastikan data kepemilikan tanah yang akurat. 

d. Hambatan dalam Pembangunan.  

Sertifikat ganda dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan dan 

investasi karena ketidakjelasan kepemilikan tanah yang diperlukan untuk kegiatan 

pembangunan.  

Penggunaan mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat 

menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan kasus sertifikat ganda secara 

lebih cepat dan efisien. 

e. Kesulitan dalam Pendaftaran Transaksi. 

Sertifikat ganda membuat proses pendaftaran transaksi tanah menjadi sulit 

dan memakan waktu karena adanya ketidaksesuaian data kepemilikan.  

Pendidikan hukum kepada masyarakat dan pemegang sertifikat dapat 

meningkatkan pemahaman akan risiko sertifikat ganda dan pentingnya 

penyelesaian yang jelas dalam hukum perdata. 

f. Kurangnya Perlindungan Hukum. 

Pemegang sertifikat ganda seringkali menghadapi kurangnya perlindungan 

hukum yang memadai dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. 

C. Pasal UUPA danPenyelesaian Sertifikat Ganda 

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan ketentuan yang 

penting dalam penyelesaian masalah sertifikat ganda hak milik atas tanah di Indonesia. 

Dalam hal ini menurut  ada beberapa hal yang perlu di analisis lebih lanjut  (Dewi, 2018). 

Berikut adalah analisis mengenai Pasal 19 UUPA: 

1. Penyelesaian Sengketa Tanah: Pasal 19 UUPA mengatur tentang penyelesaian 

sengketa tanah yang melibatkan dua sertifikat yang saling bertentangan. Ketentuan 

ini memberikan landasan hukum yang spesifik untuk menangani kasus sertifikat 

ganda. 

2. Otoritas Penyelesaian: Pasal 19 UUPA memberikan wewenang kepada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah 

yang berkaitan dengan sertifikat ganda. Hal ini menunjukkan pentingnya peran 

pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang kompleks ini. 

3. Prosedur Penyelesaian: Pasal 19 UUPA juga menetapkan prosedur yang harus diikuti 

dalam penyelesaian sertifikat ganda. Dalam proses ini, transparansi, keadilan, dan 

kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan. 

4. Perlindungan Hak Pihak: Pasal 19 UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak para 

pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam sengketa, dengan memberikan 

jaminan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 
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5. Kepastian Hukum: Dengan adanya Pasal 19 UUPA, diharapkan tercipta kepastian 

hukum dalam penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah. Hal ini penting bagi 

stabilitas dan keadilan dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia. 

6. Penerapan Prinsip Hukum Perdata: Pasal 19 UUPA juga mencerminkan penerapan 

prinsip hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk dalam hal 

sertifikat ganda. Prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-

hak pihak menjadi landasan utama dalam penyelesaian kasus ini. 

Berdasarkan beberapa analisis dari Pasal 19 UUPA. Maka perlu adanya prosedur 

dan mekanisme penyelesaian sertifikat ganda berdasarkan ketentuan hukum perdata 

yang dapat melibatkan langkah-langkah berikut ini: (Adminjurnal & Harahap, 2022).  

1) Identifikasi Sertifikat Ganda: 

• Langkah awal adalah mengidentifikasi adanya sertifikat ganda hak milik atas 

tanah yang bertentangan. 

• Proses identifikasi ini melibatkan penelitian dokumen-dokumen kepemilikan 

tanah, pengecekan data di instansi terkait, dan verifikasi atas keabsahan sertifikat 

yang bersangkutan. 

2) Mediasi dan Negosiasi: 

• Langkah selanjutnya adalah mencoba menyelesaikan sengketa dengan mediasi 

dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. 

• Mediator atau penengah dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan 

damai dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. 

3) Penyelesaian melalui Pengadilan: 

• Jika mediasi dan negosiasi tidak berhasil, penyelesaian sertifikat ganda dapat 

dilakukan melalui jalur pengadilan. 

• Pihak yang terkena sengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk 

memperoleh keputusan hukum terkait kepemilikan tanah yang jelas. 

4) Penelitian Bukti dan Kesaksian: 

• Dalam proses persidangan, bukti-bukti yang mendukung klaim kepemilikan 

tanah dari masing-masing pihak akan diteliti secara seksama. 

• Kesaksian dari pihak terkait atau saksi ahli dapat menjadi pertimbangan penting 

dalam proses penyelesaian sertifikat ganda. 

5) Putusan Pengadilan: 

• Berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan akan 

memberikan putusan hukum yang mengatur kepemilikan tanah secara jelas dan 

tegas. 

• Putusan ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat 

dalam sengketa sertifikat ganda. 

6) Pelaksanaan Putusan: 
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• Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang kalah dalam sengketa diwajibkan 

untuk mematuhi putusan pengadilan dan menyesuaikan kepemilikan tanah 

sesuai dengan putusan yang telah diberikan. 

D. Impementasi 

1. Penelitian Mendalam tentang Sertifikat Ganda. 

Jurnal ini akan melakukan analisis mendalam tentang kasus sertifikat ganda hak 

milik atas tanah yang sering terjadi di Indonesia, dengan fokus pada implementasi 

Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa tanah. 

2. Studi Kasus Nyata. 

Melalui studi kasus nyata, jurnal ini akan menggali berbagai contoh kasus 

sertifikat ganda dan menganalisis bagaimana Pasal 19 UUPA diterapkan dalam 

penyelesaiannya, memberikan wawasan praktis bagi pembaca. 

3. Analisis Terhadap Prinsip Hukum Perdata. 

Jurnal ini akan melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum 

perdata yang relevan dalam penyelesaian sertifikat ganda, seperti kepastian hukum, 

perlindungan hak, dan keadilan. 

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Penyelesaian Sertifikat Ganda. 

 Berdasarkan temuan analisis, jurnal ini akan memberikan rekomendasi konkret 

untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah, 

termasuk dalam hal perbaikan regulasi dan praktik hukum. 

5. Kontribusi pada Pembaharuan Hukum Agraria. 

Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembaharuan 

hukum agraria di Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai penyelesaian sertifikat ganda dalam perspektif hukum perdata. 

6. Pedoman bagi Praktisi Hukum dan Pemangku Kepentingan. 

Jurnal ini juga dapat menjadi pedoman yang berguna bagi praktisi hukum, 

pemegang sertifikat tanah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

penanganan kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. 

Dengan implementasi yang komprehensif dan mendalam, jurnal ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan dalam 

penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA dalam 

perspektif hukum perdata. 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terkait penyelesaian 

sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) dalam perspektif hukum perdata. Berbagai temuan dan 

rekomendasi telah dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam 

menangani kasus-kasus sertifikat ganda yang kompleks. Berikut adalah kesimpulan utama 

yang dapat diambil dari jurnal ini: (1) Pentingnya Implementasi Pasal 19 UUPA: Pasal 19 
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UUPA memiliki peran yang krusial dalam menyelesaikan sertifikat ganda hak milik atas 

tanah, namun implementasinya perlu ditingkatkan untuk memastikan kepastian hukum 

dan perlindungan hak-hak pemegang sertifikat. (2) Kompleksitas dan Tantangan: Kasus 

sertifikat ganda hak milik atas tanah seringkali kompleks dan menimbulkan berbagai 

tantangan dalam penyelesaiannya, seperti ketidakpastian data, konflik kepentingan, dan 

prosedur hukum yang rumit. (3) Peran Hukum Perdata: Prinsip-prinsip hukum perdata, 

seperti kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan, menjadi landasan penting dalam 

penyelesaian sertifikat ganda, sehingga pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip 

ini sangat diperlukan. (4) Rekomendasi untuk Peningkatan Penyelesaian: Berdasarkan 

analisis yang dilakukan, jurnal ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan 

efektivitas penyelesaian sertifikat ganda, termasuk dalam hal perbaikan regulasi, 

penerapan mediasi, dan peningkatan transparansi dalam proses penyelesaian. (5) 

Kontribusi pada Pembaharuan Hukum Agraria: Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam pembaharuan hukum agraria di Indonesia, dengan 

memberikan wawasan mendalam dan solusi yang konstruktif terkait penyelesaian sertifikat 

ganda hak milik atas tanah. Dengan demikian, kesimpulan dari jurnal ini menekankan 

pentingnya pemahaman yang mendalam, implementasi yang efektif, dan kolaborasi lintas 

sektor dalam penanganan kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 

UUPA dalam perspektif hukum perdata. 
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